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PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2017, KPU PAPUA BARAT DAPAT 

ANGGARAN Rp506 MILIAR 

 

 

 

 

 

http://news.rakyatku.com 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat mendapatkan anggaran Rp506 miliar lebih, dalam 

menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 mendatang. Anggaran ini, tidak jauh 

berbeda dari permintaan awal ke Provinsi Papua Barat yaitu senilai Rp642 miliar. “Pemerintah 

Provinsi Papua Barat melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menyepakati dan 

menyerahkan dana hibah senilai Rp506 miliar lebih,” kata ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana. 

KPU Papua Barat hingga saat ini masih menunggu proses pencairan anggaran Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur yang telah disepakati dalam NPHD senilai Rp506.384.609.000,00 yang telah 

ditandatangani pada 21 Mei 2016. 

Amus Atkana menyatakan apabila pemerintah sudah mencairkan dana hibah, maka KPU akan segera 

melaksanakan launching tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah, serta melaksanakan sosialisasi 

dan bimbingan teknis. KPU sendiri berencana melaksanakan launching tahapan pemilihan kepala 

daerah di Kota Sorong. Pertimbangannya, karena di wilayah Sorong Raya, terdapat 4 Kabupaten/Kota 

yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, 

Maybrat dan Tambrauw. 

Sumber Berita: 

http://news.rakyatku.com 

http://mediapapua.com 

Catatan: 

1. Tinjauan Hibah Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 

14 menyatakan hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak 

wajib dan tidak mengikat, serta secara tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pasal 4 menyatakan: 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan wajib. 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang 

pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
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b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan 

c. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Pasal 5 menyatakan hibah dapat diberikan kepada:  

a. pemerintah; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. perusahaan daerah; 

d. masyarakat; dan/atau 

e. organisasi kemasyarakatan. 

Pasal 6 menyatakan: 

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada 

satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian  yang wilayah kerjanya 

berada dalam daerah yang bersangkutan.  

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan 

kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah 

daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada 

kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, 

kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. 

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e 

diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3) menyatakan penyaluran dan penyerahan hibah dari pemerintah 

daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD bersama antara 

penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk 

menandatangani NPHD. NPHD paling sedikit harus memuat: 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah 

Pasal 16 menyatakan: 

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala 

daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. 

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada 

kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. 

Pasal 18 menyatakan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: 

a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; 

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah; 

c. NPHD; 
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d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa 

atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 

Pasal 19 menyatakan: 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang 

diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah 

digunakan sesuai NPHD; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan 

bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi 

penerima hibah berupa barang/jasa. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan 

kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, 

kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan 

dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 

 

2. Tinjauan Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 1 

menyatakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis. Angka 8 

menyatakan, KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelanggaraan pemilihan umum 

yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 166 menyatakan: 

(1) Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan pemilihan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota, Pasal 11 ayat (1) menyatakan Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur kepada KPU Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan 

Ketua KPU Provinsi, ayat (5) menyatakan NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan; 

d. hak dan kewajiban; dan 
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e. tata cara penyaluran hibah. 

Ayat (6) menyatakan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pakta 

integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan 

sesuai dengan NPHD. 

 

 

 


